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Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan
tidak dapat dihindarkan, partisipasi tersebut terjadi karena latar belakang kiai
berasal dari pesantren yang mempunyai tradisi mengakar di Bangkalan. Partisipasi
kiai terjadi sejak proses pemilihan kepala daerah, sampai penentuan kebijakan
terkhusus kebijakan pendidikan. Dengan kemampuannya, kiai dapat menciptakan
situasi politik yang kondusif, di mana peran mereka sangat strategis dalam
menentukan kebijakan pendidikan.

Dalam penelitian ini memunculkan tiga rumusan masalah di antaranya:
Pertama bagaimana bentuk relasi kuasa kiai dan pejabat publik di Bangkalan ?
Kedua bagaimana bentuk partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan
di Bangkalan ? Ketiga bagaimana implikasi partisipasi kiai dalam penentuan
kebijakan pendidikan terhadap pendidikan Islam di Bangkalan ? Riset yang
berbasis pada studi kebijakan pendidikan ini menggunakan pendekatan
fenomenologis. Sementara jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian
deskriptif-kualitatif.

Temuan penulis terkait bentuk relasi kuasa kiai dan pejabat publik di
Bangkalan, menjadikan kiai sebagai pemegang “kuasa” dalam segala bidang
terutama keagamaan. Kiai terlibat atau sengaja dilibatkan dalam segala penentuan
kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Di sini bentuk kepedulian kiai melalui
kebijakan terhadap institusi pendidikan islam, pandangan peneliti setidaknya ada
tiga bentuk relasi kuasa kiai dan pejabat publik yang bisa diindikasikan sebagai
bentuk relasi diantaranya: relasi paternalistik, relasi kolegial, relasi ideologis.

Selanjutnya bentuk partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan
di Bangkalan terjadi bukan hanya karena kerangka keilmuannya, tetapi juga
kuatnya modal sosial kiai. Penulis mengelompokan Partisipasi kiai dalam
penentuan kebijakan pendidikan dalam tiga bentuk partisipasi diantaranya:
partisipasi intensif, partisipasi moderat, partisipasi konfrontatif

Sedangkan implikasi yang ditimbulkan dari partisipasi kiai dalam
penentuan kebijakan pendidikan, merupakan konsekuensi logis dari adanya relasi
kuasa kiai serta partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan. Ada tiga
Implikasi yang ditimbulkan antara lain: pertama dominasi kiai terhadap pejabat
publik serta masyarakat, di mana kiai selalu dilibatkan dan keputusan mereka
menjadi keputusan mutlak, kedua peningkatan kualitas pendidikan islam di
Bangkalan, ketiga respon masyarakat terhadap partisipasi kiai pesantren dalam
penentuan kebijakan pendidikan.
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Kiai’s participation in the determination of education policy in
Bangkalan cannot be avoided. The participation occurs because the background of
the kiai comes from pesantren having a deep-rooted tradition in Bangkalan. It has
existed since the direct election of regional heads to the determination of local
government policies in Bangkalan, especially education policy. By the ability, kiai
can create a conducive political situation, where their role is very strategic in
determining Islamic education policy.

In this research, there are three research questions. Firstly, how is the
form of kiai’s power relation and public official in Bangkalan? Secondly, how is
the form of kiai’s participation in determining education policy in Bangkalan?
Thirdly, how is the implication of kiai's participation in the determination of
education policy towards Islamic education in Bangkalan? Research based on the
study of educational policy uses a phenomenological approach while the research
design used is descriptive-qualitative research.

The authors' findings of Kiai’s power relations and public officials in
Bangkalan make the kiai as “a power holder” in all fields, especially religious
case. Kiai is involved or intentionally involved in any policy determination,
including educational policy. Here the form of kiai's concern through policy
towards Islamic educational institutions, according to the researcher's view, there
are at least three forms of kiai’ power relations and public officials that can be
indicated as a form of relationships: paternalistic relations, collegial relations.
ideological relations. Furthermore, the form of kiai’s participation in the
determination of educational policy in Bangkalan occurred not only because of its
scientific framework, but also the strength of kiai's social contribution. The
authors grouped the participation of kiai in the determination of education policy
in three forms of participation including: intensive participation, moderate
participation, and confrontational participation.

The implications of the kiai's participation in the determination of
educational policy are the logical consequences of kiai’s power relations and
public officials then the participation of kiai in the determination of educational
policy. There are three implications: the first, the domination of kiai to public
officials and the society, in terms of policy determination in all areas which is no
exception to the field of education, the kiai is always involved and their decision
becomes absolute, the second is the improvement of the quality of Islamic
education in Bangkalan, and the third is the society response to the participation
of kiai pesantren in the determination of education policy.
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